
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili  perkara Cerai

Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 09 April 1977, umur 46 tahun, agama

Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxxxx  xxxxxx  xxxxx

xxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan

xxxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  dalam hal  ini  memberikan

kuasa  kepada  Trisandi  Noor,  SH.,  advokat  dan  kosultan

hukum pada kantor huum Trisandi Noor & Partners, yang

beralamat  di  Jalan  AK  Luneto,  Kelurahan  xxxxxx,

Kecamatan xxxxxxx Barat,  xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  Provinsi

xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06

Januari  2024  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  xxxxxxx  dengan  nomor  register

12/KP/2024/PA.Lbt tertanggal 09 Januari 2024, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ciamis, 09 Juni 1970, umur 53 tahun, agama

Islam,  pekerjaan  karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di

xxxxxxxxx  xxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  18

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari

itu  juga dengan register  perkara  Nomor  47/Pdt.G/2024/PA.Lbt,  mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa  pada  Tanggal  03  Agustus  2016  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  menurut  hukum  dan  sesuai  tuntunan  ajaran

Agama  Islam,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor : 0216/002/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus

duda;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah Penggugat sampai dengan tahun 2020;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan/

ba’dadukhul tetapi belum/tidak mempunyai anak;

5. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  berjalan  harmonis,

akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Tergugat yang diduga telah melecehkan anak perempuan Penggugat (anak

dari pernikahan dengan suaminya terdahulu);

6. Bahwa setelah kejadian yang diduga pelecehan tersebut Penggugat merasa

tidak  nyaman lagi  untuk  ke  kantor  mengingat  anak  perempuan  penggugat

ditinggal  sendiri  bersama  Tergugat,  sehingganya  Penggugat  menyarankan

agar  anak  perempuan  Penggugat  setiap  pulang  sekolah  nginap  di  rumah

neneknya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

tersebut terjadi pada tahun 2020 dikarenakan Tergugat sering hanya memakai

celana dalam saja di dalam rumah, bahkan Tergugat pernahmemperlihatkan

kemaluannya  kepada anak perempuan Penggugat  disaat  anak perempuan

Penggugat  sedang  menonton  TV  sehingganya  Penggugat  dan  anak
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perempuannya pergi dari rumah dan menginap di rumah orang tua Penggugat

yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Penggugat;

8. Bahwa seminggu  kemudian setelah  Penggugat  pergi  dari  rumah,  Tergugat

mendatangi  Penggugat  dengan  meminta  maaf  kepada  Penggugat  dan

permohonan maafpun diterima oleh Penggugat;

9. Bahwa  setelah  beberapa  lama  kemudian  Tergugat  memfitnah  Penggugat

dengan mengatakan Penggugat telah berpacaran dengan suami orang, lalu

kemudian Tergugat meminta maaf lagi atas perbuatan tersebut dan Penggugat

Menolaknya  sehingga  sejak  saat  itu  Tergugat  Pergi  dari  rumah  dan  tidak

pernah balik lagi sampai dengan sekarang;

10.  Bahwa  atas  sikap  atau  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat  merasa

sangat  menderita  lahir  batin  dan oleh karenanya penggugat  tidak rela  dan

berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

11.  Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang

telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yamg sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingganya Penggugat memilih jalan untuk bercerai;

13. Bahwa perlu di informasikan Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan

Pemberian  Izin  Perceraian  Nomor  :  800/BKPG/4296/XII/2023 tertanggal  28

Desember 2023, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan  Penggugat  untuk

mengajukan  Gugatan  Perceraian  terhadap  Tergugat  atas  dasar  Tergugat

meninggalkan Penggugat  selama 2  tahun berturut-turut  dan  pertenggkaran

yang terjadi terus menerus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, telah

memenuhi  unsur  Pasal  19  huruf  (b)  dan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan  Gugatan Cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara..
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Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughraa  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. 

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono). 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  didampingi

kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut  disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  dalam  persidangan  telah  hadir  Penggugat  yang  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  khusus  kepada  Advokat  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

tertanggal 06 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama  xxxxxxx  pada  tanggal  30  Januari  2024  dengan  nomor  register

12/KP/2024/PA.Lbt, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima

kuasa yang sah menurut hukum, maka persidangan dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa  Penggugat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah  memperoleh  izin

perceraian  sebagaimana  surat  Keputusan  Pemberian  Izin  Perceraian  nomor:

800/BKPG/4296/XII/2023  Pemerintah  Provinsi  xxxxxxxxx  Badan  Keuangan,

tertanggal  28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan

Provinsi xxxxxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka persidangan

dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  meski  demikian,  Hakim  tetap
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berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat

terhadap Penggugat untuk kembali rukun; 

Bahwa selanjutnya  pemeriksaan perkara  dilakukan  dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Tergugat  atas  gugatan  Penggugat  tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx, Nomor 0216/002/VIII/2016 tanggal 03 Agustus

2016.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,  kemudian diberi  kode

bukti (P.), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI  1,  umur  20  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Kelurahan  xxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx,

Kaupaten xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  bernama  TERGUGAT  sebagai

suami Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  milik  Penggugat  di  Desa  xxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx; 

- Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  belum  dikaruniai

anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sejak  tahun  2019  rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi  karena sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran; 
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi

tidak  tahu,  namun saksi  sering  mendengar  Penggugat  dan Tergugat

bertengkar mulut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

pertengahan tahun 2020 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tahu  karena  saat  ini  saksi  melihat  Tergugat  tidak  lagi

tingggal  bersama dengan  Penggugat  di  rumah milik  Penggugat  dan

sedangkan  Tergugat  tinggal  bersama  orang  tua  Tergugat  sampai

sekarang; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi saling berkomunikasi; 

- Bahwa selama pisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah  memberi

nafkah kepada Penggugat dan anaknya; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  memberi  nasihat  kepada

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Kelurahan  xxxxxx,  Kecamaan  xxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  bernama  TERGUGAT  sebagai

suami Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  milik  Penggugat  di  Desa  xxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sejak  tahun  2019  rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi  karena sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran; 
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi

tidak  tahu,  yang  saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah

tempat tinggal sampai sekarang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

pertengahan ahun 2020 yang lalu sampai  sekarang karena Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tahu  karena  saat  ini  saksi  melihat  Tergugat  tidak  lagi

tingggal  bersama dengan  Penggugat  di  rumah milik  Penggugat  dan

sedangkan  Tergugat  tinggal  bersama  orang  tua  Tergugat  sampai

sekarang; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi saling berkomunikasi; 

- Bahwa selama pisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah  memberi

nafkah kepada Penggugat dan anaknya; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  memberi  nasihat  kepada

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai

dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  sesuatu

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada

Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari  2024 yang telah

terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  xxxxxxx  Nomor  Register

12/KP/2024/PA.Lbt  tanggal  09 Januari  2024,  telah memenuhi  syarat  formil  dan
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materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka perkara tersebut

dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah

memperoleh  izin  perceraian  sebagaimana  surat  Keputusan  Pemberian  Izin

Perceraian nomor 800/BKPG/4296/XII/2023 Pemerintah Provinsi xxxxxxxxx Badan

Keuangan tertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Keuangan,  tentang  pemberian  izin  perceraian  sehingga  telah  memenuhi

persyaratan  untuk  bercerai  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  3  Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  hanya  Penggugat  yang  hadir

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  Hakim

Tunggal dalam setiap persidangan berusaha menasehati  Penggugat agar tetap

bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan

rukun kembali  dengan Tergugat,  akan tetapi  usaha tersebut  tidak berhasil.  Hal

tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor  50 tahun 2009 jo.  pasal  39  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya

tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  Tergugat  harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai

adalah  bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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yang disebabkan Tergugat diduga telah melecehkan anak perempuan Penggugat

(anak dari pernikahan dengan suami terdahulu). Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau  setidak-

tidaknya tidak  membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena Tergugat  tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  Penggugat

mengajukan alat bukti surat P.serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah),  yang

merupakan  akta  otentik  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti

tersebut menjelaskan mengenai  Penggugat  dan Tergugat  telah melangsungkan

perkawinan  pada  tanggal  03  Agustus  2016  di  hadapan  PPN  KUA  xxxxxxx

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Provinsi  xxxxxxxxx,  bukti  tersebut  tidak  dibantah  oleh

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  bukti  (P.)  tersebut  terbukti  bahwa

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal

03 Agustus 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian

keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172

ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  menerangkan  mengenai  keadaan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan

dan  pertengaran  terus  menerus  sejak  tahun  2019  namun  saksi  tidak  tahu

penyebabnya.  Saksi-saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal sejak tahun 2020 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

dan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal.  Keterangan

tersebut adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
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materiil  sebagaimana telah diatur dalam pasal  308 R.Bg.  sehingga keterangan

saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  diterima  sebagai  alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian

antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg,

keterangan  tersebut  dapat  dipertimbangkan  dan  diterima  sebagai  bukti  dalam

perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  bukti-bukti  diatas

baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Hakim telah menemukan fakta hukum

mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  melangsungkan

perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 03 Agustus 2016

di hadapan PPN KUA xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa  awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis

namun sejak tahun 2019 sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus

menerus  hingga  berujung  pisah  tempat  tinggal  sejak  tahun  2020  dimana

Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa  selama  pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati

dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  patut  dipastikan

bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi

dimana  sejak  tahun  2019  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  hingga  berujung  pisah  tempat

tinggal.  Penggugat  bersikeras  untuk  tetap  bercerai,  sementara  pengadilan

maupun  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikannya  tetapi  tidak  berhasil,

maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  telah  pecah (Irretrievable  breakdown)   dan sudah tidak  mungkin

untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Penggugat dan

Tergugat  tidak mungkin lagi  dapat  mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  rumah
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tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-

Qur’an Surat Ar-Rum ayat : 21  dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang

berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2020 dimana Tergugat

yang pergi meninggalkan Penggugat, maka kedua belah pihak akan semakin sulit

untuk  merajut  kembali  rumah  tangga  yang  bahagia  sebagaimana  yang

diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak

dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai,

hormat-menghormati  dan  memberi  bantuan  lahir  bathin  satu  sama  lain

sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  rumah  tangga  yang  telah  pecah

sedemikian  rupa  adalah  sia-sia  belaka,  bahkan  apabila  keadaannya  seperti

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat

dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi  Penggugat, sehingga oleh

karenanya  Hakim  berpandapat  bahwa  rumah  tangga   Penggugat   dengan

Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; 

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  telah  terurai  di  atas,  alasan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan

bahwa  “Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”,   jo. pasal 19

huruf   (f)  Peraturan Pemerintah  nomor  9  tahun 1975,  jo.  pasal  116 huruf   (f)

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Hakim Tunggal  sebagai

berikut :

1. Dalil  syar'i  dalam  Kitab Madaa  Hurriyatuz  Zaujaini  fith  Thalaaq  Juz  I

halaman 83, yang artinya “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah

tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
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sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum salah satu  suami  isteri

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan

dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat  Ulama  Fiqh  Sayyid  Sabiq  dalan  Kitab  Fiqhus  Sunnah  juz  II

halaman  249  yang  artinya  “Hakim  dapat  menjatuhkan  talak  ba’in  suami

terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk

rukun kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan

dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya

telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan

Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat  maka

Pengadilan  menjatuhkan  talak  Tergugat  terhadap  Penggugat,  dan  oleh  karena

perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka

berdasarkan Pasal  119 ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam talak yang dijatuhkan

terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah

perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagimana layaknya suami istri (Ba’da

dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa

tunggu  yaitu  waktu  tunggu  bagi  yang  masih  haid  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci

dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang,  bahwa oleh karena perkara ini  termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama

xxxxxxx pada hari  Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan

tanggal 6 Syaban 1445 Hijriah oleh  Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H sebagai Hakim

Tunggal,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:

94/KMA/HK.05/5/2023  tertanggal  3  Mei  2023  tentang   Pemberian  Izin  Sidang

dengan  Hakim Tunggal,  putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Tunggal  tersebut,  dan  dibantu  oleh

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Hakim Tunggal,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.
 

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 14.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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